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Abstract. This study discusses the role of Land Deed Making Officials (PPAT) in the issuance of Electronic Land 

Certificates (e-Certificates) in Indonesia, as part of efforts to modernize land administration. The purpose of this 

research is to understand the contributions and challenges faced by PPAT in the implementation of e-Certificates. 

The research method used is qualitative descriptive with data collection through in-depth interviews and analysis 

of official documents. The results of the study show that PPAT has a vital role in maintaining the validity and 

security of land transactions through the creation of legal land deeds. The implementation of e-Certificates offers 

a variety of advantages, including higher efficiency, transparency, and better security of land documents through 

blockchain technology or digital signatures. However, there are several challenges in its implementation, such 

as the readiness of technological infrastructure, data security, and the limitation of human resources skilled in 

information technology. Cooperation and coordination between PPAT and the National Land Agency (BPN) is 

the key to ensuring the success of the issuance of e-Certificates. By understanding the roles and challenges faced 

by PPAT, this study provides recommendations for improving the process of issuing electronic land certificates 

and supports the government's efforts to improve more modern and efficient land services in Indonesia.  

 

Keywords: Land Deed Making Official, Electronic Land Certificate, e-Certificate, land regulation, land 
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Abstrak. Penelitian ini membahas peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penerbitan Sertifikat Tanah 

Elektronik (e-Sertifikat) di Indonesia, sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi dan tantangan yang dihadapi PPAT dalam implementasi e-

Sertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki peran 

vital dalam menjaga keabsahan dan keamanan transaksi pertanahan melalui pembuatan akta tanah yang sah. 

Implementasi e-Sertifikat menawarkan berbagai keuntungan, termasuk efisiensi yang lebih tinggi, transparansi, 

dan keamanan dokumen pertanahan yang lebih baik melalui teknologi blockchain atau tanda tangan digital. 

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan 

data, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi. Kerjasama dan koordinasi 

antara PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan penerbitan e-

Sertifikat. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi PPAT, penelitian ini memberikan rekomendasi 

untuk peningkatan proses penerbitan sertifikat tanah elektronik dan mendukung upaya pemerintah dalam 

meningkatkan layanan pertanahan yang lebih modern dan efisien di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sertifikat Tanah Elektronik, e-Sertifikat, regulasi pertanahan, 

administrasi pertanahan, implementasi e-Sertifikat 

 

1. PENDAHULUAN 

Menciptakan sebuah negara yang berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab 

memerlukan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas umum 

penyelenggaraan negara menjadi pondasi utama dalam membentuk tata kelola pemerintahan 

yang baik. Sebuah negara yang bersih adalah negara yang mematuhi asas-asas tersebut dan 

bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan perilaku tercela 
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lainnya. Pentingnya memahami dan menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara 

terletak pada upaya membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. 

Asas-asas tersebut mencakup nilai-nilai seperti supremasi hukum, keadilan, transparansi, 

partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Dengan 

mengikuti prinsip-prinsip ini, penyelenggara negara akan dapat menjalankan fungsi dan 

tugasnya dengan lebih efektif dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang merugikan masyarakat. 

Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara juga memiliki kaitan yang erat 

dengan administrasi pertanahan. Dalam konteks administrasi pertanahan, prinsip-prinsip 

tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan tata kelola pertanahan yang baik dan 

berintegritas. Asas-asas seperti supremasi hukum dan keadilan  sangat  relevan  dalam  konteks 

pertanahan. Supremasi hukum menjaminbahwa segala kebijakan dan tindakan dalam 

administrasi pertanahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik itu dalam proses 

penerbitan sertifikat tanah, penyelesaian sengketa tanah, atau pengaturan kepemilikan tanah. 

Keadilan juga menjadi prinsip penting dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat terkait 

dengan tanah, termasuk hak atas tanah adat atau hak petani, dihormati dan dilindungi. 

Asas transparansi dan akuntabilitas memiliki implikasi langsung dalam upaya 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan. Penerapan 

transparansi dalam proses pengelolaan data dan informasi pertanahan memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, seperti data tanah dan proses penerbitan 

sertifikat tanah. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat 

dalam administrasi pertanahan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka 

ambil. Partisipasi publik juga menjadi prinsip penting dalam memastikan bahwa kepentingan 

masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan administrasi 

pertanahan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, 

sehingga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat secara luas. 

Perkembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam 

upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya alam negara. 

Administrasi pertanahan mencakup proses pencatatan, pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran 

hak atas tanah, yang merupakan fondasi penting bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan. 

Sejarah administrasi pertanahan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial 

Belanda, di mana sistem tanah berbasis hak ulayat diperkenalkan. Namun, setelah 
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kemerdekaan, negara Indonesia mulai membangun kerangka hukum dan institusi administrasi 

pertanahan yang independen. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang agraria, 

termasuk Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar 

dalam pengelolaan tanah di Indonesia.  

Pada awalnya, administrasi pertanahan di Indonesia masih menggunakan pendekatan 

konvensional, dengan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap manipulasi 

data. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah 

Indonesia mulai melihat nilai pentingnya untuk mengadopsi sistem administrasi pertanahan 

berbasis teknologi. Inisiatif pertama dalam hal ini adalah pembentukan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) pada tahun 1961, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan 

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pertanahan di tingkat nasional. Selanjutnya, pada 

era reformasi, terjadi percepatan dalam pembaharuan administrasi pertanahan. Salah satu 

langkah penting dalam konteks ini adalah pengenalan  

Meskipun pendaftaran tanah telah menjadi upaya yang diamanatkan untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan tanah, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya terealisasi. Bahkan, data 

menunjukkan bahwa dari total sekitar 85 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, hanya sekitar 

31% di antaranya yang telah berhasil didaftarkan. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala-

kendala yang menghambat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia. Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2005, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepastian hukum tanah dengan melakukan pemetaan, pengukuran, dan 

pendaftaran hak atas tanah secara sistematis dan menyeluruh. 

Melalui program ini, BPN berhasil memperluas cakupan pendaftaran tanah di berbagai 

daerah di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu 

tonggak penting dalam pembaharuan administrasi pertanahan adalah penerbitan Sertifikat 

Tanah Elektronik (e-Sertifikat). e-Sertifikat merupakan inovasi dalam pelayanan publik yang 

bertujuan untuk menggantikan sertifikat tanah konvensional dengan dokumen elektronik yang 

lebih aman dan efisien. Penggunaan teknologi blockchain dianggap dapat meningkatkan 

keamanan dan keaslian sertifikat tanah, serta meminimalkan risiko penipuan dan pemalsuan. 

Namun, meskipun penerbitan e-Sertifikat menawarkan potensi untuk meningkatkan 

efisiensi dan transparansi dalam administrasi pertanahan, masih terdapat sejumlah tantangan 

yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan 

data, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah hukum terkait pengakuan legalitas 

dokumen elektronik. Dalam konteks ini, penelitian mengenai peran PPAT dalam penerbitan e-
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Sertifikat menjadi semakin relevan. PPAT, sebagai pemegang kewenangan untuk membuat 

akta tanah yang menjadi dasar sertifikat tanah, memiliki peran penting dalam memastikan 

keabsahan dan keamanan transaksi pertanahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam 

tentang peran PPAT dalam konteks e-Sertifikat menjadi kunci dalam upaya meningkatkan 

efektivitas dan keamanan sistem administrasi pertanahan di Indonesia. 

Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik (e-Sertifikat) memiliki relevansi yang penting 

dalam upaya modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui adopsi teknologi 

digital, e-Sertifikat menghadirkan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses administrasi 

pertanahan, mempercepat proses pendaftaran, pemetaan, dan pengukuran tanah. Selain itu, 

implementasi e-Sertifikat juga meningkatkan tingkat transparansi dalam administrasi 

pertanahan dengan memungkinkan akses mudah terhadap data tanah bagi pemilik tanah dan 

pihak terkait lainnya. Keamanan dokumen pertanahan juga ditingkatkan melalui penggunaan 

teknologi blockchain atau tanda tangan digital, mengurangi risiko pemalsuan dan penipuan. 

Selain itu, e-Sertifikat juga membawa manfaat dalam hal aksesibilitas, dengan memungkinkan 

pemilik tanah untuk dengan mudah memperoleh salinan sertifikat tanah mereka secara 

elektronik. Dampak positif lainnya termasuk peningkatan investasi dalam sektor pertanahan 

karena tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, serta peningkatan layanan publik dalam hal 

pelayanan yang lebih baik dan responsif dari pemerintah terkait administrasi pertanahan. 

Dengan demikian, e-Sertifikat tidak hanya membawa inovasi teknologi dalam administrasi 

pertanahan, tetapi juga memberikan kontribusi yang penting dalam pembaharuan dan 

peningkatan efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum dimana semua perbuatan dan 

tindakan diatur didalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum, merupakan landasan 

yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan termasuk juga dalam pembuatan akta tanah. Di antara landasan 

hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini 

menetapkan peran dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses 

pembuatan akta tanah yang menjadi dasar dari sertifikat tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 mengenai Pembayaran dan Perolehan Penghasilan Notaris, serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 mengenai Pembayaran dan Perolehan 

Penghasilan Pejabat Pembuat Akta Tanah, memberikan panduan lebih lanjut terkait tata cara 

kerja dan penghasilan PPAT. Dalam konteks penerbitan sertifikat tanah elektronik, landasan 

hukum ini menetapkan aturan mengenai penggunaan teknologi digital, prosedur validasi 
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dokumen, serta standar keamanan yang harus dipatuhi oleh PPAT. Dengan memahami 

landasan hukum yang mengatur peran PPAT dalam penerbitan sertifikat tanah elektronik, 

penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang 

mengatur praktik hukum pertanahan di Indonesia. 

Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik (e-Sertifikat) memiliki relevansi yang penting 

dalam upaya modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui adopsi teknologi 

digital, e-Sertifikat menghadirkan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses administrasi 

pertanahan, mempercepat proses pendaftaran, pemetaan, dan pengukuran tanah. Selain itu, 

implementasi e-Sertifikat juga meningkatkan tingkat transparansi dalam administrasi 

pertanahan dengan memungkinkan akses mudah terhadap data tanah bagi pemilik tanah dan 

pihak terkait lainnya. Keamanan dokumen pertanahan juga ditingkatkan melalui penggunaan 

teknologi blockchain atau tanda tangan digital, mengurangi risiko pemalsuan dan penipuan. 

Selain itu, e-Sertifikat juga membawa manfaat dalam hal aksesibilitas, dengan memungkinkan 

pemilik tanah untuk dengan mudah memperoleh salinan sertifikat tanah mereka secara 

elektronik. Dampak positif lainnya termasuk peningkatan investasi dalam sektor pertanahan 

karena tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, serta peningkatan layanan publik dalam hal 

pelayanan yang lebih baik dan responsif dari pemerintah terkait administrasi pertanahan. 

Dengan demikian, e-Sertifikat tidak hanya membawa inovasi teknologi dalam administrasi 

pertanahan, tetapi juga memberikan kontribusi yang penting dalam pembaharuan dan 

peningkatan efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. 

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki pentingsi yang tak terbantahkan 

dalam proses penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik (e-Sertifikat). PPAT berperan sentral 

dalam menjaga keabsahan dan keamanan transaksi pertanahan dengan bertanggung jawab atas 

pembuatan akta tanah yang menjadi dasar bagi sertifikat tanah. Tugas utama PPAT meliputi 

memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan didasarkan pada dokumen yang sah dan sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab atas pengumpulan 

informasi dan dokumen yang diperlukan untuk proses penerbitan e-Sertifikat, termasuk 

dokumen kepemilikan dan peta tanah. Dalam proses ini, keakuratan dan kelengkapan data yang 

diisi oleh PPAT memiliki dampak yang penting terhadap keabsahan e-Sertifikat yang 

dihasilkan. PPAT juga turut bertanggung jawab atas penggunaan tanda tangan digital yang sah 

dan berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk 

memastikan kelancaran proses penerbitan e-Sertifikat. Dengan demikian, peran PPAT tidak 

hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga keamanan hukum dalam proses 
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penerbitan e-Sertifikat, yang menjadi bagian integral dari upaya modernisasi administrasi 

pertanahan di Indonesia. 

Implementasi e-Sertifikat menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk 

memastikan keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur 

teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang stabil dan sistem keamanan yang 

terjamin. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan masalah keamanan data dan privasi, terutama 

karena e-Sertifikat melibatkan penyimpanan dan pengelolaan informasi sensitif secara 

elektronik. Selanjutnya, terdapat tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia 

yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi informasi, yang 

dapat mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan implementasi e-Sertifikat. 

Dalam konteks penerbitan e-Sertifikat, keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

menjadi krusial. PPAT berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan akta 

tanah, yang merupakan dasar dari sertifikat tanah elektronik. Tugas utama PPAT meliputi 

pengumpulan informasi, pengisian data elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital yang 

sah. Namun, keterlibatan PPAT juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan 

penyesuaian dengan teknologi baru dan perubahan prosedur kerja yang diperlukan dalam 

proses penerbitan e-Sertifikat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penerbitan sertifikat tanah elektronik. Metode ini 

dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kontribusi dan tantangan yang 

dihadapi PPAT dalam implementasi sertifikat tanah elektronik. Data dikumpulkan melalui 

beberapa teknik, termasuk wawancara mendalam dengan PPAT yang berpengalaman dalam 

proses penerbitan sertifikat tanah elektronik, serta analisis dokumen resmi yang mengatur 

tentang penerbitan sertifikat tanah elektronik. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

panduan wawancara yang terstruktur namun fleksibel, memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan 

dengan pendekatan tematik, yang memungkinkan identifikasi tema-tema utama yang muncul 

dari data wawancara dan dokumen. Proses analisis melibatkan transkripsi wawancara, 

pengkodean data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema yang ditemukan. Temuan 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana PPAT berkontribusi 

dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam penerbitan sertifikat tanah 

elektronik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh PPAT, 



 
 

e-ISSN: 2964-3252; p-ISSN: 2964-3260, Hal 382-396 
 

 

seperti kendala teknis, hambatan regulasi, dan resistensi dari pemangku kepentingan terkait. 

Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi PPAT, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan proses penerbitan sertifikat tanah 

elektronik di Indonesia, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan 

pertanahan yang lebih modern dan efisien. Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan statue approach yaitu suatu pendekatan 

secara peraturan perundangundangan diantaranya: pertama, comprehensive law, dimana bisa 

dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua allinclusive, 

merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi 

menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir systematic, yaitu norma yang satu dan yang lainnya 

saling berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan yang dikaji dan dianalisis terdiri dari 

sumber bahan hukum  berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih 

berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, 

kemudian untuk sumber berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber 

bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet. Selanjutnya dalam penulisan ini 

menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan 

menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif. 

 

3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) dalam proses 

penerbitan sertifikat tanah elektronik (e-Sertifikat) sangatlah penting. PPAT memiliki peran 

vital dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan terkait pembuatan akta tanah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Sebelum membuat akta jual beli tanah, PPAT wajib 

melakukan pengecekan terhadap sertifikat tanah yang akan digunakan. Prosedur ini diatur 

dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Pada saat melakukan pengecekan sertifikat, Kantor Pertanahan melakukan verifikasi 

terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat. Verifikasi data fisik 

dilakukan melalui survei lapangan, sedangkan verifikasi data yuridis dilakukan dengan 

membandingkan data sertifikat dengan buku tanah yang tersimpan di Kantor BPN. Proses 

pengecekan sertifikat ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dalam perkembangan 
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teknologi yang semakin maju, berbagai layanan publik telah beralih ke ranah digital dan online. 

Begitu juga dengan layanan di bidang pertanahan, dimana Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengembangkan layanan pertanahan berbasis 

elektronik. Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah Pelayanan Hak Tanggungan 

Terintegrasi Secara Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 yang berlaku sejak 8 April 2020. Layanan 

ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi pertanahan. 

Salah satu layanan yang akan diintegrasikan secara elektronik adalah pengecekan 

sertifikat secara online oleh PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, 

terdapat tantangan terkait keakuratan verifikasi sertifikat secara online, terutama karena masih 

terdapat risiko terjadinya sertifikat ganda. Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa Kantor 

Pertanahan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang diajukan, dan 

pihak yang mengirim dokumen tersebut yang bertanggung jawab baik secara pidana maupun 

perdata. 

Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait keamanan dan validitas sertifikat yang 

diperiksa secara online, mengingat Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa pengecekan sertifikat harus 

dilakukan dengan memperlihatkan sertifikat asli. PPAT diharuskan untuk melakukan 

pengecekan atas kesesuaian sertifikat tanah dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan 

setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

bersamaan dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Pengecekan sertifikat ini menjadi tahap kritis dalam menjaga 

integritas dan keamanan dalam transaksi tanah, mengingat implikasinya yang berpotensi 

terlibat dalam permasalahan hukum baik secara pidana maupun perdata. 

Dengan adanya layanan pertanahan yang dijalankan secara elektronik oleh BPN, 

masyarakat dapat dengan mudah mengakses data tanah mereka, baik data yuridis maupun data 

fisik yang tersimpan dalam basis data BPN. Pengecekan sertifikat secara elektronik dapat 

dilakukan melalui aplikasi Layanan Informasi Pertanahan. PPAT, sebagai pemohon 

pengecekan sertifikat, harus melampirkan dokumen yang telah dipindai sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017. Setelah pengajuan 

permohonan diterima, PPAT harus membayar biaya sebesar Rp. 50.000. Setelah pembayaran 
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dikonfirmasi, PPAT dapat melihat pratinjau data mengenai objek hak, subyek hak, serta catatan 

lainnya seperti status hak atas tanah dalam kondisi tertentu. 

PPAT memiliki kewajiban untuk memeriksa hasil pengecekan sertifikat elektronik 

dengan sertifikat asli. Jika data yang ditampilkan sesuai, PPAT dapat mencetak hasil 

pemeriksaan tersebut dalam bentuk dokumen elektronik atau arsip elektronik. Namun, ada 

batasan waktu berlakunya hasil pengecekan, yaitu selama 7 hari kalender. Dalam beberapa 

kasus, data yang ditampilkan dalam aplikasi Layanan Informasi Pertanahan tidak sesuai dengan 

data pada sertifikat asli, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam proses 

pemindahan hak atas tanah. Kesalahan ini dapat terjadi karena perbedaan antara data elektronik 

dengan sertifikat asli, seperti penulisan nama pemilik, tanggal lahir, atau nomor surat ukur. 

Kesalahan juga bisa terjadi pada status sertifikat, seperti sedang dalam jaminan atau 

pemblokiran. 

PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian data hasil pengecekan 

dengan sertifikat asli untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak pembeli. PPAT juga 

memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam 

proses pengecekan sertifikat. Jika terjadi ketidaksesuaian data, PPAT dapat memberikan 

pemberitahuan melalui sistem layanan informasi atau mendatangi Kantor Pertanahan setempat 

dengan membawa sertifikat asli yang bersangkutan.  

BPN bertanggung jawab atas informasi yang tercantum dalam hasil pengecekan sertifikat 

elektronik. Jika terjadi ketidaksesuaian, pemohon dapat meminta klarifikasi atau menghubungi 

Kantor Pertanahan setempat. PPAT juga dapat mengulang pengecekan terhadap sertifikat yang 

menyebabkan ketidaksesuaian data dengan prosedur yang sama. Sebelum melakukan 

pemindahan hak atas tanah, PPAT harus memastikan kesesuaian data hasil pengecekan dengan 

sertifikat asli untuk melindungi kepentingan pembeli dan memberikan kepastian hukum. 

 

Kerjasama dan Koordinasi antara PPAT dan BPN dalam Implementasi E-Sertifikat 

Kerjasama dan koordinasi antara PPAT dan BPN sangat diperlukan demi mewujudkan 

terciptanya suatu penegakan hukum yang terimplementasi dengan baik. 

Penegakan hukum  adalah sistem  yang  di  dalamnya  terdapat  anggota  pemerintah  yang 

bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, 

menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang orang yang melanggar undang-undang dan 

norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. 

Kerjasama dan koordinasi antara PPAT dan BPN dalam implementasi E-Sertifikat didasarkan 

pada ketentuan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan yang relevan. Pasal 30 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengamanatkan bahwa PPAT memiliki kewajiban untuk 

menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh BPN dalam proses penerbitan sertifikat 

hak atas tanah. Selain itu, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah mengatur bahwa BPN memiliki wewenang untuk menetapkan standar dan 

prosedur teknis terkait dengan implementasi sistem pendaftaran tanah, termasuk dalam hal 

penerbitan sertifikat elektronik. Kerjasama antara PPAT dan BPN dalam memastikan 

kepatuhan terhadap standar dan prosedur ini menjadi krusial dalam menjaga konsistensi dan 

keakuratan data. 

Lebih lanjut, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menegaskan 

bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan secara elektronik memiliki kekuatan hukum 

yang sama dengan sertifikat yang diterbitkan secara konvensional. Oleh karena itu, koordinasi 

antara PPAT dan BPN dalam menggunakan sistem E-Sertifikat harus memastikan bahwa 

proses penerbitan sertifikat tersebut sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut, 

kerjasama antara PPAT dan BPN dalam implementasi E-Sertifikat tidak hanya menjadi 

kebutuhan praktis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh kedua 

belah pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat 

dilakukan dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

 

Kerjasama antara PPAT dan BPN 

Kerjasama antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) memegang peranan sentral dalam menjaga kepastian hukum terkait pertanahan di 

Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi E-Sertifikat. Basis hukum yang mengatur 

kerjasama ini meliputi beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur bidang 

pertanahan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Serta 

Pemberian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 

PPAT memiliki peran vital dalam kerjasama ini. Mereka bertugas untuk menyediakan 

data dan informasi yang dibutuhkan oleh BPN dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Data-

data ini mencakup informasi tentang transaksi tanah, identitas pemilik tanah, dan dokumen-
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dokumen yang relevan seperti surat-surat kepemilikan. Sebelum diserahkan ke BPN, PPAT 

juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang 

disediakan. Hal ini penting guna memastikan bahwa semua informasi yang diserahkan ke BPN 

adalah akurat dan sah secara hukum. 

Dalam praktiknya, kerjasama antara PPAT dan BPN haruslah bersifat sinergis dan saling 

mendukung. PPAT harus mampu bekerja sama dengan BPN untuk memastikan bahwa proses 

pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui sistem E-Sertifikat dapat 

berjalan dengan efisien dan transparan. Kerjasama yang baik antara keduanya juga diharapkan 

dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah serta mendukung pembangunan 

pertanahan yang berkelanjutan di Indonesia. 

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang ini juga mengatur tata cara 

pengadaan tanah, termasuk proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh 

BPN. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan hukum yang lebih umum terkait pertanahan di 

Indonesia. UUPA mengatur mengenai hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan pertanahan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan 

ketentuan-ketentuan lebih rinci terkait proses pendaftaran tanah di Indonesia. Peraturan ini 

mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan pendaftaran tanah hingga pembentukan buku 

tanah. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Serta Pemberian 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi peraturan yang lebih spesifik 

terkait penggunaan teknologi informasi dalam proses pendaftaran tanah, termasuk dalam 

penerbitan sertifikat melalui sistem E-Sertifikat. 

Kerjasama antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) sangat penting dalam konteks implementasi E-Sertifikat. E-Sertifikat adalah bentuk 

sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan secara elektronik, menggantikan sertifikat fisik 

konvensional. Dalam konteks ini, PPAT memiliki peran penting dalam menyediakan data dan 

informasi yang diperlukan oleh BPN untuk proses penerbitan E-Sertifikat. Dalam penerbitan 

E-Sertifikat, PPAT bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyediakan data yang 

dibutuhkan, seperti informasi tentang transaksi tanah, identitas pemilik tanah, dan dokumen-

dokumen terkait lainnya. Selain itu, PPAT juga harus melakukan verifikasi dan validasi 
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terhadap data tersebut sebelum diserahkan ke BPN untuk diproses lebih lanjut. Dengan kata 

lain, kerjasama antara PPAT dan BPN menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang 

disediakan untuk penerbitan E-Sertifikat adalah akurat dan sah secara hukum. 

Lebih lanjut, disebutkan bahwa kerjasama antara PPAT dan BPN haruslah bersifat 

sinergis dan saling mendukung. Hal ini penting agar proses penerbitan E-Sertifikat dapat 

berjalan dengan efisien dan transparan. Melalui penerbitan E-Sertifikat, diharapkan bahwa 

kepastian hukum terkait hak atas tanah dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat oleh 

pemilik tanah. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam bentuk E-Sertifikat juga 

diharapkan dapat mendukung pembangunan pertanahan yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh 

karena itu, penerbitan E-Sertifikat tidak hanya merupakan inovasi teknologi semata, tetapi juga 

melibatkan kerjasama yang erat antara PPAT dan BPN serta didukung oleh landasan hukum 

yang kuat. Dengan kerjasama yang baik antara kedua pihak dan penerapan teknologi informasi 

yang tepat, diharapkan bahwa implementasi E-Sertifikat dapat membawa dampak positif dalam 

bidang pertanahan, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum terkait 

kepemilikan tanah. 

 

 Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala 

Pemantauan dan evaluasi secara berkala merupakan langkah penting dalam memastikan 

efektivitas kerjasama dan koordinasi antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dalam implementasi E-Sertifikat. Langkah ini tidak hanya 

bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses implementasi, 

tetapi juga untuk mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa PPAT memiliki 

kewajiban untuk menyediakan data dan informasi yang akurat kepada BPN untuk proses 

penerbitan sertifikat. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa BPN 

bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat hak atas tanah, termasuk dalam bentuk elektronik. 

Sebagai implementasi dari UU tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah turut memberikan dasar hukum terkait proses pendaftaran tanah dan 

penerbitan sertifikat. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa PPAT 

memiliki peran dalam proses pendaftaran tanah, termasuk pengumpulan dan penyediaan 

informasi yang diperlukan oleh BPN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Serta 

Pemberian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, menjelaskan secara rinci tata 
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cara pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat dalam bentuk elektronik. Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Menteri tersebut menekankan bahwa PPAT harus menyediakan informasi tanah yang 

lengkap dan akurat kepada BPN, sedangkan Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa BPN bertanggung 

jawab atas penerbitan sertifikat elektronik berdasarkan data yang diterima dari PPAT. 

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, pertemuan-pertemuan rutin antara PPAT dan 

BPN dapat dijadwalkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 10 ayat (1) dari 

Peraturan Menteri tersebut mewajibkan BPN untuk melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat elektronik, termasuk melalui 

pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kendala-

kendala yang muncul dalam proses implementasi E-Sertifikat dapat didiskusikan secara 

terbuka. PPAT dapat menyampaikan tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam 

menyediakan data dan informasi kepada BPN, sementara BPN dapat memberikan umpan balik 

terkait kualitas data yang diterima dan proses penerbitan sertifikat. Dengan demikian, 

pertemuan ini tidak hanya menjadi forum untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk mencari 

solusi bersama guna meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem penerbitan E-Sertifikat. 

 

KESIMPULAN 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran yang sangat krusial dalam 

penerbitan e-Sertifikat. Sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta tanah, PPAT 

tidak hanya bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat tanah konvensional tetapi juga 

dalam bentuk elektronik. Tugas utama PPAT meliputi pembuatan akta otentik yang menjadi 

dasar penerbitan sertifikat tanah dan memastikan bahwa setiap transaksi dan proses yang 

dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam e-Sertifikat, PPAT memiliki tanggung 

jawab tambahan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang tercantum dalam 

sertifikat tanah elektronik. 
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